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ABSTRAK

Menurut Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun
2023 seorang calon legislatif mantan terpidana yang ancaman hukumannya lebih dari
5 tahun haruslah melewati masa jeda 5 tahun semenjak bebas dan juga harus mengakui
secara jujur di depan publik bahwa dia adalah seorang mantan terpidana. Komisi
Pemilihan Umum dan Badan Pengawas pemilihan umum sebagai lembaga yang
berperan sebagai penyelenggara Pemilu akan melalukan verifikasi terkait persyaratan
para calon legislatif dengan bantuan, Sistem,Informasi Pencalonan Online. Rumusan
masalah yang dibahas di penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana prosedur dan
mekanisme yang harus ditempuh oleh mantan terpidana kasus korupsi untuk dapat
maju sebagai calon legislatif dalam pemilu? Kedua, Bagaimana implementasi
pencalonan bagi mantan terpidana korupsi pada Pemilu Legislatif 2024 di Kota
Pariaman? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, penelitian ini
bersifat deskriptif evaluatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi
dokumen dan dari hasil penelitian ini diketahui bahwa: Pertama Komisi Pemilihan
Umum memiliki suatu sistem pencalonan online yang disebut Sistem Informasi
Pencalonan (SILON). Seluruh calon legislatif baik yang merupakan seorang mantan
terpidana ataupun tidak harus mengisi seluruh kolom yang terdapat di dalam SILON
tersebut. Jika merupakan seorang mantan terpidana, terdapat kolom-kolom khusus
yang wajib diisi seperti Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat
Keterangan dari Pengadilan tempat calon tersebut berdomisili, yang dimana di
dalamnya akan dimuat mengenai status dari calon tersebut, pidana apa yang dilakukan,
berapa lama ancaman hukumannya, kapan mulai menjalani hukuman pidana dan
kapan dinyatakan bebas. Nantinya dari Komisi- Pemilihan Umum juga akan
membentuk suatu tim verifikasi yang akan melakukan verifikasi melalui SILON
terhadap berkas-berkas yang di upload oleh calon legislatif. Kedua, jika menemukan
hal-hal yang mencurigakan terkait -dengan—-dokumen. -persyaratan si calon, tim
verifikator Komisi Pemilihan Umum dengan diawasi oleh Bawaslu akan terjun
langsung ke lapangan untuk memeriksa dokumen tersebut dan akan bekerja sama
dengan lembaga lain seperti POLRI dan Lapas. Hal ini bertujuan untuk memastikan
persyaratan yang di berikan oleh seorang calon legislatif itu adalah valid dan benar.



